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Abstrak 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pada desa desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu 

Utara?. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili 

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupate Luwu Utara sudah sesuai dengan Permendagri 

nomor 20 tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili sudah menggunakan aplikasi 

tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES).  

Kata Kunci :Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertatnggungjawaban 

 

Abstract 

Analysis of the Implementation of Village Financial Management Based on the Regulation of The 

Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 (Study on villages in Tana Lili District, North Luwu 

Regency) 

 

The formulation of the problem in this study is whether the application of village financial management is based 

on the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018 in villages  in Tana Lili District, North Luwu 

Regency?. The aim is to find out the application of village financial management in Tana lili District based on the 

regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018. This research is a descriptive type of research. The 

data used are primary and secondarydata. Data collection techniques were carried out by interview and 

documentationusing qualitative methods.The results showed that village financial management in Tana Lili 

District, North Luwu Regency was in accordance with the Minister of home affairs regulation number 20 of 2018. 

In managing village finances in Tana Lili District, the village financial management application was used trough 

the village financial system (SISKEUDES). 

Keywords : Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability 

 
 

 

Latar Belakang Masalah 

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis 

dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat 

bahwa desa merupakan kesatuan pemerintahan 

terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi 

negara. Suhartono memandang desa sebagai tempat 

dimana bermukim penduduk dengan peradaban 

yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. 

Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, 

tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian 

yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan 

terdapat kesan bahwa pemahaman umum 

memandang desa sebagai tempat bermukim para 

petani (Suhartono, 2001). Dengan disahkannya 

Undang-Undang desa maka diprediksikan desa akan 

memasuki babak baru untuk penataan dan 

pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014), yang 

datang membawa harapan-harapan baru bagi 

kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang 

ada didesa (Ismail Widagdo, 2016). 

      Aturan yang terkait dari adanya dana desa maka 

sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa 



khususnya dalam memperjelas fungsi dan 

kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan 

desa dan masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan 

pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa. Dengan adanya UU tentang desa ini 

diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 

undang-undang tentang desa bahwa desa 

melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, dengan diberlakukannya 

undang-undang tentang desa, pemerintah desa 

diharapakan untuk lebih mandiri dalam menjalankan 

tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan 

segala potensi yang ada didesa baik sumber daya 

alam yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan 

kekayaan milik desa. 

   Dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa agar 

pengelolaan keuangan desa di Desa Poreang 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 

menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan 

keuangan desa yang baik maka diharapakan dapat 

mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik 

sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat 

desa.  

     Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa-desa di 

kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. 

Kecamatan Tana Lili adalah sebuah kecamatan 

dikabupaten Luwu Utara yang sebelumnya 

merupakan Kecamatan Bone-Bone yang 

dimekarkan pada tanggal 05 juni 2012. Kecamatan 

Tana Lili terdiri dari 10 desa, yaitu desa Bungapati 

sebagai pusat kecamatan, Desa Munte, Desa Patila, 

Desa Karondang, Desa Rampoang, Desa Poreang, 

Desa Sidomakmur, Desa Sidobinangun, Desa 

Sumberdadi, Desa Bungadidi. Berikut data 

mengenai APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa) tahun 2020. 

Tabel 1.1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) 

Kecamatan Tana Lili 

     Tahun Anggaran 2020 

No            Nama Desa Anggaran 

(Rp) 

1 Desa Bungapati 1,408,033,000 

2 Desa Sidomakmur 888,755,000 

3 Desa Sidobinangun 943,160,000 

4 Desa Sumberdadi 796,753,000 

5 Desa Rampoang 1,180,552,000 

6 Desa Karondang 1,104,936,000 

7 Desa Bungadidi 1,559,100,000 

 8 Desa Poreang 1,236,829,000 

 9 Desa Munte 1,126,537,000 

10 Desa Patila 1,395,485,000 

 Jumlah                         10.536.308.910 



 
 

 

 
 

             Berdasarkan uraian latar belakang diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Penerapan Pengelolaan 

Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus 

pada Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu 

Utara)”. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah 

sebelumnya maka dapat dirumuskan 

permasalahnnya yaitu apakah penerapan 

pengelolaan keuangan desa Berdasarkan 

Permendagri no 20 tahun 2018 pada desa di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ?  

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Pemerintahan Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa 

sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal 

atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang 

meneta dalam suatu wilayah yang tertentu batas-

batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang 

sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena 

sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, 

sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus 

yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam 

jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan 

urusan rumah tangga sendiri (R.H. Unang 

Soenardjo, 2014: 4) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APDesa) 

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang 

disingkat APBDesa merupakan suatu rencana 

keuangan tahunan desa yang ditetpkan berdasrkan 

peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber 

pendapatan dan belanja untuk mendukung 

kebutuhan program pembangunan desa yang 

bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212). 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa yang dibahs dan 

disepakati antara pemerintahan desa dan badan 

permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh 

peraturan desa (Suwarjeni, 2015: 125). 

Pengelolaan Keuangan Desa 

      Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengangguran, penetausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan desa (Muhammad arif 2007: 32). 

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta 

pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) 

tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33). 

Perencanaan (planning) 

      Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011: 2008) 

perencanaan dalam arti seluas-lasnya merupakan 

suatu proses mempersiapakan secara sistematis 



 
 

 

 
 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakuka untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah 

suatu cara bgaimana mencapai tujuan sebaik-

baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya 

lebih efektif dan efisien.  

Pelaksanaan 

      Undang-undang nomor 6 tahun 2014 

menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam 

pelaksanaanya yang dibantu oleh perangkat desa. 

Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian 

kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu 

diturunkan dalam suatu program dan proyek 

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa 

adalah rangkaian kegiatan untuk melaksankan 

rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan   

penerimaan dan pengeluaran desa yang 

dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank 

yang ditunjuk bupat/wali kota. Rekening kas desa 

dibuat oleh pemerintahan desa dengan spesimen 

tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Dalam 

kondisi desa yang belum 

memiliki pelayanan perbankan 

diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah 

terdekat. 

Penatausahaan  

 

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis. Penatausahaan 

menyangkut kegiatan pembukuan keuanga desa oleh 

pemerintah desa (Febrian, 2014).  

Pelaporan 

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi 

karena menyediakn informasi keuangan serta 

menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga 

nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa 

maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam 

melaksanakan tugas kwenangan, hak dan kewajiban 

kepala desa wajib (Suwarjeni, 2015: 22). 

Pertanggungjawaban 

       Pertanggjawaban sering digunakan sebagai 

sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, 

tanggung jawab, blameworthitness, kewjiabn dan 

istilah-istilah lain yang berhubungan dengan 

harapan pemebrian tanggung jawab (Bastian, 2010: 

385).  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Bogdan 

dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan dan memberikan gambaran 



 
 

 

 
 

mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 

2018 pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili 

Kabupaten Luwu Utara.  

Populasi dan Sampel 

Populasi    

    Sugiyono (2018: 130) mengartikan 

populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Berdasrkan penelitian populasi diatas, maka yang 

akan dijadikan populasi yaitu seluruh desa yang 

berada diwilayah Kecamatan Tana Lili Kabupaten 

Luwu utara sebanyak 10 Desa. 

Sampel 

Sugiyono (2018: 131) mengemukakan bahwa 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel 

yang digunakan yaitu sampel yang dipilih dengan 

sengaja dengan hasil laporan keuangan desa yang 

paling lengkap yaitu desa poreang dan desa 

bungadidi. 

Sumber Data 

Penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data 

berdasarkan dengan sumbernya. Menurut Sugiyono 

(2018: 213) terdapat dua jenis pengumpulan data 

berdasarkan dengan sumbernya yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data yang 

pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh 

peneliti 

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang 

sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan 

kepada bendahara desa. Metode dokumentasi adalah 

dengan mengumpulkan laporan keuangan-keuangan 

desa. 

Analisis Data  

Metode analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan 

cara memberikan uraian penjelasan mengenai 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan 

menteri dalam negeri noor 20 tahun 2018 di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan cara menganalisis lima 

indikator yaitu : 

a.   Perencanaan 

b.   Pelaksanaan 

c.   Penatausahaan 

d.   Pelaporan 

e.   Pertanggungjawaban 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Peneltian 



 
 

 

 
 

1.1.5 Gambaran Umum Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kecamatan Tana Lili 

Kabupaten Luwu Utara 

       Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana 

Lili Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut : 

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan 

jangka menengah atau disebut RJPM Desa (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan 

jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana 

Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan 

Tana Lili Kabupaten 

Luwu Utara memuat beberapa bidang/sub bidang 

Atau jenis kegiatan dalam rancangan RPJM Desa 

sebagai berikut :  

 

Tabel 4.3 

Rancangan RPJM Desa 

Tahun 2017 s.d 2022 

 
No Bidang / Sub 

Bidang 

Jenis Kegiatan 

1 Bidang 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

a. Penyelenggaraan 

belanja siltap, 

tunjangan dan 
operasional 

pemerintahan desa 
b. Penyediaan sarana 

prasarana 

pemerintahan desa 
c. Pengelolaan 

administrasi 

kependudukan, 
pencatatan sipil, 

statistik dan kearsipan 

d. Penyelenggaraan tata 
praja pemerintahan, 

perencanaan keuangan 

dan pelaporan 

2 Bidang 

pelaksanaan 

a. Penyelenggaraan 
pendidkan contohnya 

paud 

pembangunaan 

desa 

b. Kesehatan 
(penyelenggaraan 

posyandu) 

c. Pekerjaan umum dan 
penataan ruang  

d. Kawasan pemukiman 
(rehab rumah tidak 

layak huni) 

e. Perhubungan, 
komunikasi dan 

informatika (poster, 

baliho) 

3 Bidang pembinaan 

kemasyarakatan 

a. Penguatan dan 
peningkatan kapasitas 

tenaga 

keamanan/ketertiban  
oleh pemdes 

b. Kelembagaan 

masyarakat 
(pembinaan PKK ) 

c. Penyelengaraan 

kebudayaan dan 
keagamaan 

4 Bidang 

pemberdayaan 

masyarakat 

a. Peningkatan kapasitas 

aparatur desa 
b. Pelatihan pengelolaan 

BUM Desa 

5 Bidang 

penanggulanagan 

bencana, darurat 

dan mendesak 

a. Kegiatan 

penanggulangan 

bencana 
b. Penanganan keadaan 

mendesak 

      Sumber : RPJM Desa, 2021 (diolah) 

 

RPJM Desa dijabarkan dalam program 

pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa 

(Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap 

perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa 

sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa 

sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, 

maka akan menghasilkan prioritas pembangunan 

desa yang  ditentukan dalam Musrenbang 

(Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa. 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa 



 
 

 

 
 

yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. 

Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan 

dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. 

Anggaran yang harus direalisasikan terangkum 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDesa). 

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas kedalam buku kas umum desa. 

Buku kas umum yang dibuat oleh bendahara desa di 

Kecamatan Tana Lili menggunakan aplikasi 

Siskeudes untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan pencatatan. Aplikasi Siskeudes tersebut 

merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola 

keuangan desa. Tujuan diterapkannya sistem 

keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk 

memudahkan dalam pelaporan keuangan. 

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

      Tahap pelaporan, kepala desa dikecamatan Tana 

Lili Kabupaten Luwu Utara menyampaikan laporan 

keuangan desa berdasarkan tahap pencairan dana 

desa. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan 

belanja desa mengalami perubahan karena adanya 

covid 19 maka pendapatan bertambah/berkurang 

dan ada penambahan atau pengurangan belanja dan 

adanya perubahan pagu anggaran yang tertuang 

dalam dalam peraturan bupati. 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

Desa 

      Semua perencanaan realisasi pos anggaran yang 

dbuat akan dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berjalan dengan 

melampirkan kekayaan milik desa dan laporan 

program pemerintah daerah yang masuk desa. Desa-

desa dikecamatan Tana Lili sudah melaporkan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa yang dapat dilihat melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (Siskeudes). 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pemerintah desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten 

Luwu Utara menyusun perencanaan pembangunan 

desa sesuai dengan kewenangannya dengan 

mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Desa Bungadidi dan Desa Poreang 

adalah desa yang berada di Kecamatan Tana Lili 

Kabupaten Luwu Utara. 

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahap perencanaan keuangan desa didesa Bungadidi 

dan desa Poreang Pemerintah Desa membuat 

rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun. Sekertaris desa menyusun rancangan 

peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang 

kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk 

dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa).  



 
 

 

 
 

      Perencanaan di desa Poreang dan desa 

Bungadidi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, 

kemudian dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana 

Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan 

Musrenbang Desa (Musywarah Rencana 

Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini 

yang menjadi dasar untuk menyusun perencananaan 

pengelolaan keuangan desa Poreang dan desa 

Bungadidi, yang berupa raperdes tentang APBDesa 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes 

tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa 

Poreang dan Bungadidi kepada bupati/walikota 

melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan 

dari kecamatan (hasil wawancara sekertaris desa, 24  

Agustus 2021). 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

     Pelaksanaan keuangan di desa Poreang dan desa 

Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten 

Luwu Utara,baik penerimaan dan pengeluaran 

sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan 

dalam pelaporannya sudah berjalan dengan baik 

(hasil wawancara bendahara desa, 24 Agustus 

2021). Pemerintah desa didesa Poreang di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 

membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk 

mengawasi kegiatan pembangunan, pengawas yang 

dibentuk sudah menjalankan tugas dengan baik. 

Pengawas yang dibentuk akan diawasi tim 

pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim 

pendamping atau tim pengawas yang ada dari 

kecamatan memonitor disaat ada kegiatan 

pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana 

kegiatan, 25 Agustus 2021). Secara teknis 

pengawasan pengelolaan keuangan desa di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sudah 

maksimal karena pengawas orang yang ahli 

dibidang yang dibutuhkan desa. 

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

     Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi di 

Kecamatan Tana Lili adalah buku kas umum yang 

dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) dijaringan online sehingga bisa diakses 

secara online dan digunakan setiap desa ataupun 

diloksi lainnya,, dimana semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dibuat dalam buku kas umum. 

Untuk tahun anggaran 2020 bendahara desa Poreang 

dan desa Bungadidi sudah menyelesaikan 

pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran kas 

desa ke dalam buku kas umum desa melalui aplikasi 

Siskeudes (hasil wawancara bendahara desa, 26 

Agustus 2021). Berikut buku kas umum yang dibuat 

desa Poreang dan desa Bungadidi yaitu :    

 

 

           



 
 

 

 
 

 

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur 

dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018  dilakukan 

oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan 

pengeluaran desa, bendahara harus melakukan 

pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap 

akhir bulan. Selain itu bendahara desa juga harus 

mempertanggungjawabkan diantaranya buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak dan buku 

pembantu bank. Berikut buku kas pembantu pajak 

dan buku kas pembantu bank berdasarkan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu : 

 
 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

penatausahaan keuangan desa Poreang dan desa 

Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu 

Utara yang dilakukan sesuai dengan mekanisme 



 
 

 

 
 

yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 

2018. Bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi 

sudah membuat buku kas umum, buku kas 

pembantu pajak dan buku pembantu bank melalui 

aplikasi Siskeudes. Siskeudes secara online 

memudahkan dalam menginput data secara online 

berada, login dan langsung online sehingga dalam 

mengelola sistem keuangan desa bisa menjawab 

kebutuhan dengan cara yang lebih efisien sehingga 

dengan solusi ini diharapkan peningkatan kinerja 

dan efektivitas instansi terkait dapat tercapai dengan 

baik. 

 

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

     Pelaporan keuangan desa Poreang dan desa 

Bungadidi di Kecamatan Tana Lili disampaikan 

oleh kepala desa melalui camat dengan 

mengumpulkan hasil Musrenbang Desa 

(Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP 

Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM 

Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa 

menyampaikan laporan tersebut ke camat 

berdasarkan  tahap pencairan dana desa dari 

Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa dibagi 

menjadi III tahapan pencairan. 

     Selama tahun anggaran 2020 APBDesa di desa 

Poreang mengalami perubahan karena adanya covid 

19 maka pendapatan berkurang, penambahan 

belanja dan adanya perubahan pagu anggaran yang 

tertuang dalam peraturan bupati. Perubahan 

anggaran dapat diliahat pada tabel berikut : 

 

 

      Berdasarkan perubahan anggaran pendapatan 

belanja desa (APBDesa) Poreang tahun anggaran 

2020 pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa 

anggaran pendapatan desa Poreang awalnya sebesar 

Rp. 1.668.834.000,00 kemudian berkurang menjadi 

Rp. 1.610.837.140,00. Pengurangan disebabkan 

karena adanya perubahan pada pendapatan transfer 

sehingga pagu anggaran belanja juga berkurang. 

      Adanya perubahan APBDesa terjadi karena 

adanya perubahan Pagu Anggaran yang tertuang 

dalam peraturan Bupati Luwu Utara (Bendahara 

desa, 26 Agustus 2021). Pencairan dana desa di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 

menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I 

disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun 

2020 dan tahap II paling lambat disampaikan bulan 

Januari 2021. Sedangkan pelaporan APBDesa 



 
 

 

 
 

dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (hasil 

wawancara Kepala Desa, 27 Agustus 2021). 

 

Pertanggungjawaban Pengelolan Keuangan 

Desa 

 

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengel

olaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan 

Tana Lili membuat Laporan realisasi 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

yang dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja 

Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan 

peraturan desa. Berikut contoh Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

Pemerintah Desa Poreang sebagaimana diketahui 

dalam sistem keuangan desa (Siskeudes), (hasil 

wawancara Sekertaris desa, 27 Agustus 2021). 

 

     Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 

bahwa kepala desa 

menyampaikan pertanggungjawaban kepada 

bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.  

                  Berdasarkan hasil analisis, kepala desa di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara telah 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun melalui 

camat. Laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan dilampirakan laporan realisasi 

pelaksanaan anggaran pendapatan pendapatan dan 

belanja desa selain itu laporan pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) dilaporkan 2 kali dalam setahun, hal ini 

sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 

2018. Dengan  ini Pemerintah desa bisa 

mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima 

agar tepat sasaran dan transparan.    

            PENUTUP 

            Kesimpulan  

                 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan 

pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili mulai dari 

RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis 

besar telah disusun sesuai dengan Permendagri 

nomor 20 tahun 2018. Perbedaanya hanya terletak 

pada waktu penyampain Raperdes tentang APBDesa 

kepada camat. Tahap pelaksanaan keuangan pada 

desa-desa di Kecamatan Tana Lili, sudah dilakukan 

melalui rekening kas desa dan pelaksanaan 

kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri 

nomor 20 tahun 2018 yaitu bendahara desa 



 
 

 

 
 

mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) 

kepada kepala desa dan SPP tidak boleh dilakukan 

sebelum barang atau jasa diterima. Pada tahap 

penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh bendahara desa menggunakan aplikasi 

Siskeudes, tidak manual lagi langsung terbaca di 

buku kas umum. Pelaporan keuangan desa di 

Kecamatan Tana Lili sudah sesuai dengan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana 

perangkat desa sudah memahami aturan-aturan 

baru. Tahap pertanggungjawaban, desa-desa 

dikecamatan Tana Lili telah membuat laporan 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 

belanja desa yang dicantumkan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa serta mempublikasikan laporan 

pertangungjawaban kepada masyarakat.  
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